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PENYELESAIAN ATAS KEADAAN FORCE MAJEURE 
PADA RUMAH SUSUN YANG MASIH DALAM PROSES 

PEMBANGUNAN

Oleh :
Made Intan Permatasari1

Abstract
The flat is one of the most popular alternatives of housing due to limited land 
availability. In the construction of flats, the developer will usually ask for a 
down payment to consumers who want to order the apartment of flat units. The 
problem occurs when a force majeure occurs at the time the apartment is still 
under construction. The problems of the study: What are the legal consequences 
in case of force majeure of under construction flat? And how is the settlement 
of force majeure situation under construction flat? The research method used 
is normative research. The results of the discussion show that (1) The legal 
consequence of the occurrence of force majeure at the time of the flats is still in 
the process of construction that the consumer can no longer request the fulfillment 
of the agreement; The debtor can no longer be declared negligent, and therefore 
it is not obliged to pay compensation; (2) The settlement effort in case of force 
majeure condition if the flats are still under construction process: Settlement 
through consensus agreement between the developer and the consumer to find 
joint settlement of the occurrence of force majeure and settlement of loss through 
insurance, so that insurance claims may be used to rebuild the flats.

Keywords: legal consequences, developer, force majeure, flats

Abstrak
Rumah susun merupakan salah satu alternat�f perumahan yang banyak d�m�nat� 
saat �n� karena lahan yang tersed�a sangat m�n�m. Dalam pembangunan rumah 
susun, p�hak pengembang b�asanya akan mem�nta uang muka kepada konsumen 
yang hendak memesan un�t rumah susun tersebut. Permasalahan terjad� apab�la 
pada saat rumah susun mas�h dalam proses pembangunan kemud�an terjad� 
keadaan force majeure. Permasalahan yang terjad� ya�tu Baga�manakah ak�bat 
hukum apab�la terjad� force majeure pada rumah susun yang mas�h dalam proses 
pembangunan? Dan Baga�manakah penyelesa�an atas keadaan force majeure 
pada rumah susun yang mas�h dalam proses pembangunan? Metode penel�t�an 
yang d�pergunakan ya�tu penel�t�an normat�f. Has�l pembahasan dapat d�ketahu� 
bahwa (1) Ak�bat hukum terjad�nya keadaan force majeure pada saat rumah susun 
mas�h dalam proses pembangunan ya�tu t�dak lag� dapat mem�nta pemenuhan 
prestas�; Deb�tur t�dak lag� dapat d�nyatakan lala�, dan karenanya t�dak waj�b 
membayar gant� rug�; (2) Adapun upaya penyelesa�an apab�la terjad� keadaan 
force majeure apab�la rumah susun yang mas�h dalam proses pembangunan 
ya�tu: Penyelesa�an melalu� musyawarah mufakat antara p�hak pengembang 
selaku developer dengan p�hak konsumen untuk menemukan penyelesa�an 
1 Program Stud� Mag�ster Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Un�vers�tas Udayana, Denpasar-Bal�, ema�l: 
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bersama atas terjad�nya keadaan force majeure dan Penyelesa�an kerug�an yang 
d�lakukan melalu� asurans�, seh�ngga kla�m asurans� nant�nya d�pergunakan 
untuk melakukan pembangunan kembal� rumah susun tersebut. 

Kata kunc�: akibat, pengembang, force majeure, rumah susun

I.  PENDAHULUAN
Dalam pembentukan kepr�ba-

d�an bangsa sebaga� upaya membangun 
manus�a Indones�a yang berjat� d�r�, 
mand�r�, dan produkt�f d�butuhkan 
pemenuhan d�mana set�ap orang berhak 
atas h�dup sejahtera lah�r dan bat�n, 
bertempat t�nggal, dan mendapatkan 
l�ngkungan yang h�dup yang ba�k dan 
sehat.

Berdasarkan ketentuan yang 
d�atur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 
NKRI 1945 menyatakan bahwa : 
“set�ap orang berhak h�dup sejahtera 
lah�r dan bat�n, bertempat t�nggal dan 
mendapatkan l�ngkungan h�dup yang 
ba�k sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan.” Ketentuan pasal 
�n� dapat d�ketahu� bahwa terpenuh�nya 
kebutuhan akan perumahan, yang 
merupakan kebutuhan dasar bag� set�ap 
Warga Negara Indones�a, merupakan 
salah satu unsur pokok kesejahteraan 
rakyat. 

D� Indones�a, terutama 
masyarakat perkotaan mengalam� 
pen�ngkatan terhadap kebutuhan 
perumahan. Bertambahnya popu-
las� penduduk secara pesat dan 
adanya kendala keterbatasan lahan 
perumahan, memaksa pemer�ntah 
untuk berupaya memenuh� kebutuhan 
dalam hal �n� perumahan.2 Pemuk�man 
2 Erw�n Kallo, 2009, Panduan Hukum Untuk 

Pemilik/Penghuni Rumah Susun, M�nerva 
Athena Press�ndo, Jakarta, hlm. 25

dan perumahan adalah kebutuhan 
utama/pr�mer yang harus d�penuh� 
oleh manus�a. Dalam rangka 
menc�ptakan suatu tatanan h�dup untuk 
masyarakat dalam menampakkan 
jat� d�r�, perumahan dan pemuk�man  
merupakan hal pent�ng yang t�dak 
hanya dapat d�l�hat sebaga� sarana 
kebutuhan h�dup, tetap� adalah sebaga� 
proses bermuk�m manus�a.

Untuk selanjutnya dengan 
adanya kendala keterbatasan lahan 
perumahan, maka perlu d�lakukan 
penataan atas tanah, seh�ngga 
pemanfaatannya benar-benar dapat 
d�rasakan oleh masyarakat banyak. 
Salah satu alternat�f dalam pemecahan 
masalah kebutuhan pemuk�man dan 
perumahan pada lokas� yang padat 
dan terbatas, ya�tu pembangunan 
rumah susun yang lengkap, se�mbang, 
dan seras� dengan l�ngkungannya.3 
Melalu� pembangunan rumah susun, 
opt�mal�sas� penggunaan tanah secara 
vert�kal sampa� beberapa t�ngkat akan 
leb�h efekt�f dar�pada opt�mal�sas� 
penggunaan secara hor�zontal.4

Konsep dar� rumah susun �n� 
berupa bangunan bert�ngkat, yang 
dapat d�hun� bersama atau satuan dar� 
3 Ar�e S. Hutagalung, 2007, Kondominium 

dan Permasalahannya, BPFH Un�vers�tas 
Indones�a, Jakarta, hlm. 2

4 R�dwan Sal�m, 2002, Sendi-Sendi Hukum Hak 
Milik, Kondominium, Rumah Susun dan Sari-
Sari Hukum Benda, Puncak Karna, Jakarta, 
hlm. 299
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un�t dalam bangunan d�maksud dapat 
d�m�l�k� secara terp�sah yang d�bangun 
ba�k secara hor�zontal maupun secara 
vert�kal sesua� dengan kebutuhan 
masyarakat.5

Ketentuan mengena� rumah 
susun sat �n� d�atur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (selanjutnya d�sebut 
UU Rumah Susun) untuk menggant� 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
1985 tentang Rumah Susun. Menurut 
ketentuan yang d�atur dalam Pasal 1 
angka 1 UU Rumah Susun member� 
pengert�an rumah susun adalah 
bangunan gedung bert�ngkat yang 
d�bangun dalam suatu l�ngkungan yang 
terbag� dalam bag�an-bag�an yang d� 
strukturkan secara fungs�onal, ba�k 
dalam arah hor�zontal maupun vert�kal 
dan merupakan satuan-satuan yang 
mas�ng-mas�ng dapat d�m�l�k� dan 
d�gunakan secara terp�sah, terutama 
untuk tempat hun�an yang d�lengkap� 
dengan bag�an bersama, benda bersama 
dan tanah bersama. Pem�l�kan Satuan 
Rumah Susun (selanjutnya d�sebut 
Sarusun) adalah bers�fat perorangan 
dan terp�sah dengan hak bersama, 
benda bersama dan tanah bersama. 

Permasalahan terka�t dengan 
rumah susun menjad� masalah yang 
krus�al apab�la bangunan gedung rumah 
susun tersebut roboh atau terbakar 
ak�bat terjad�nya keadaan memaksa 
atau force majeure d�luar kehendak 
ba�k p�hak developer maupun p�hak 
pembel� selaku konsumen pada saat 

51Andr�an Suted�, 2010, Hukum Rumah Susun dan 
Apartemen, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm. 162-
163

rumah susun tersebut mas�h dalam 
proses pembangunan. Hal �n� tentunya 
berdampak pada uang muka yang 
telah d�bayarkan oleh p�hak konsumen 
kepada developer sebaga� tanda jad� 
keser�usannya untuk membel� un�t 
rumah susun tersebut. 

Keadaan memaksa adalah 
suatu keadaan t�dak terduga, 
t�dak d�sengaja, dan t�dak dapat 
d�pertanggung jawabkan oleh deb�tur, 
d�mana deb�tur t�dak dapat melakukan 
prestas�nya kepada kred�tur dan dengan 
terpaksa peraturan hukum juga t�dak 
d��ndahkan sebaga�mana mest�nya, 
hal �n� d�sebabkan adanya kejad�an 
yang berada d� luar kekuasaannya dan 
keadaan �n� dapat d�jad�kan alasan 
untuk d�bebaskan dar� kewaj�ban 
membayar gant� kerug�an.6 

Berdasarkan latar belakang 
sebaga�mana d�ura�kan d�atas, maka 
menar�k untuk d�bahas leb�h lanjut 
dalam penul�san jurnal �n� dengan 
mengangkat judul “Penyelesa�an Atas 
Keadaan Force Majeure Pada Rumah 
Susun Yang Mas�h Dalam Proses 
Pembangunan.”
 Dengan latar belakang tersebut 
d�atas, adapun permasalahan yang 
dapat d�kaj�, ya�tu baga�manakah 
ak�bat hukum apab�la terjad� force 
majeure pada rumah susun yang 
mas�h dalam proses pembangunan? 
dan baga�manakah penyelesa�an atas 
keadaan force majeure pada rumah 
susun yang mas�h dalam proses 
pembangunan?

6 Handr� Rahardjo, 2009, Hukum Perjanjian Di 
Indonesia, Pustaka Yust�s�a, Yogjakarta, hlm. 
104



453

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 450 - 463

Penel�t�an �n� adalah karya 
�lm�ah asl� yang belum pernah d�tel�t� 
sebelumnya. Adapun karya �lm�ah yang 
terka�t dengan karya �lm�ah Penul�s 
tentang Penyelesa�an Atas Keadaan 
Force Majeure Pada Rumah Susun yang 
Mas�h Dalam Proses Pembangunan 
ya�tu karya �lm�ah dar� Indah Erf�ra 
dan I Made Walesha Putra tahun 2015 
berjudul T�njauan Yur�d�s Terhadap 
Kepem�l�kan Hak Atas Tanah Pada 
Satuan Rumah Susun, dengan rumusan 
masalahnya adalah baga�mana dasar 
hukum terhadap kepem�l�kan hak 
atas tanah pada satuan rumah susun?7 
Karya �lm�ah la�nnya yang terka�t 
ya�tu Randy Sujateruna, I Gust� Ayu 
Puspawat� dan Suatra Putrawan tahun 
2015 yang berjudul Perl�ndungan 
Hukum Bag� Konsumen Pembel� 
Satuan Rumah Susun Terhadap Status 
Kepem�l�kan Satuan Rumah Susun, 
dengan rumusan masalah ya�tu apab�la 
tanah tempat d�bangunnya rumah 
susun tersebut berstatus hak m�l�k 
dan tanah tersebut d�p�ndah al�hkan 
kepada orang la�n, baga�mana status 
kepem�l�kan para penghun� satuan 
rumah susun?8 Selanjutnya karya 
�lm�ah Rakhma Yul�a Hastuty tahun 
2015 berjudul Perl�ndungan Hukum 

7 Erf�ra, I., & Walesa Putra, I. T�njauan 
Yur�d�s Terhadap Kepem�l�kan Hak Atas 
Tanah Pada Satuan Rumah Susun. Kertha 
Negara, 3(02). https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php/Kerthanegara/art�cle/v�ew/13084, d�akses 
pada tanggal 18 Januar� 2018

8 Sujateruna, R., Puspawat�, I., & Putrawan, 
S. Perl�ndungan Hukum Bag� Konsumen 
Pembel� Satuan Rumah Susun Terhadap Status 
Kepem�l�kan Satuan Rumah Susun. Kertha 
Semaya, 2(06). https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php/Kerthanegara/art�cle/v�ew/10270, d�akses 
pada tanggal 18 Januar� 2018

Terhadap Konsumen Dalam Jual Bel� 
Rumah Susun Komers�al yang Belum 
D�bangun dengan rumusan masalah 
ya�tu baga�mana bentuk perl�ndungan 
hukum terhadap konsumen dalam 
perjanj�an jual bel� rumah susun 
komers�al yang belum d�bangun dan 
upaya hukum apa yang dapat d�lakukan 
oleh p�hak konsumen, apab�la pelaku/
p�hak pembangun t�dak melakukan 
prestas�nya (membangun rumah susun 
komers�al)?9 Tampak jelas adanya 
perbedaan dar� karya �lm�ah tersebut 
dengan karya �lm�ah yang d�buat oleh 
Penul�s. Perbedaan karya �lm�ah �n� 
dengan karya �lm�ah la�nnya ya�tu karya 
�lm�ah �n� leb�h membahas baga�mana 
ak�bat hukum apab�la terjad� force 
majeure pada rumah susun yang 
mas�h dalam proses pembangunan 
dan penyelesa�an atas keadaan force 
majeure pada rumah susun yang mas�h 
dalam proses pembangunan. Secara 
umum penel�t�an �n� bertujuan untuk 
pengembangan �lmu hukum terka�t 
parad�gma Science as a process (�lmu 
sebaga� proses). Dengan parad�gma �n�, 
�lmu hukum t�dak akan mandek dalam 
penggal�an atas kebenaran, khususnya 
terka�t dengan mater� Penyelesa�an 
Atas Keadaan Force Majeure Pada 
Rumah Susun Yang Mas�h Dalam 
Proses Pembangunan. Sedangkan yang 
menjad� tujuan khusus adalah :

9 Hastuty, R. Y. (2015). Perl�ndungan Hukum 
Terhadap Konsumen Dalam Jual Bel� Rumah 
Susun Komers�al Yang Belum D�bangun. 
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.,http://
hukum.student-journal.ub.ac.a.�d/�ndex.
php/hukum/art�cle/v�ew/1315, d�akses pada 
tanggal 18 Januat� 2018
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1. Untuk menel�t� ak�bat hukum 
apab�la terjad� force majeure pada 
rumah susun yang mas�h dalam 
proses pembangunan.

2. Untuk mendeskr�ps�kan 
dan melakukan anal�s�s 
secara mendalam mengena�: 
penyelesa�an atas keadaan 
force majeure pada rumah 
susun yang mas�h dalam proses 
pembangunan.

II.  METODE PENELITIAN
Jen�s penel�t�an yang 

d�gunakan dalam penel�t�an tes�s �n� 
ya�tu penel�t�an hukum normat�f, 
berangkat dar� terjad�nya konfl�k 
karena terjad� kekosongan norma 
terka�t dengan pember�an gant� rug� 
apab�la terjad� keadaan force majeure 
pada satuan rumah susun yang 
mas�h dalam proses pembangunan. 
Penel�t�an hukum Normat�f mencakup 
penel�t�an terhadap s�stemat�ka hukum, 
penel�t�an terhadap taraf s�nkron�sas� 
hukum, penel�t�an sejarah hukum dan 
penel�t�an perband�ngan hukum.10

Dalam penul�san �n�, masalah 
yang ada dalam penel�t�an �n� d�bahas 
menggunakan jen�s pendekatan 
perundang-undangan (statute 
approach) dasar awal melakukan 
anal�s�s, jen�s pendekatan konsep 
(conseptual approach) dalam �lmu 
hukum yang dapat d�jad�kan t�t�k tolak 
atau pendekatan bag� anal�s�s penel�t�an 
hukum, dan pendekatan anal�t�s 
(Analytical Approach) pendekatan �n� 
10 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian 

Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 51

d�lakukan dengan mencar� makna pada 
�st�lah-�st�lah hukum yang terdapat d� 
dalam perundang-undangan, dengan 
beg�tu penel�t� memperoleh pengert�an 
atau makna baru dar� �st�lah-�st�lah 
hukum dan menguj� penerapannya 
secara prakt�s dengan menganal�s�s 
putusan-putusan hukum.11 

Sumber bahan hukum yang 
d�pergunakan ya�tu bahan hukum 
pr�mer yang bersumber dar� bahan 
hukum pr�mer ya�tu berupa peraturan 
perundang-undangan, bahan hukum 
sekunder yang terd�r� dar� l�teratur-
l�teratur, buku-buku, makalah, 
dokumen-dokumen yang berka�tan 
dengan masalah yang d�bahas, Bahan-
bahan hukum sekunder yang berupa 
buku-buku hukum �n� harus relevan 
dengan top�k penel�t�an.12 dan bahan 
hukum tert�er merupakan bahan yang 
dapat member�kan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum 
pr�mer dan sekunder, sepert� kamus, 
ens�kloped� dan seterusnya.13 

Tekn�k pengumpulan bahan 
hukum yang d�pergunakan dalam 
penel�t�an �n� adalah melalu� stud� 
kepustakaan, ya�tu memaham� dan 
mengkaj� leb�h mendalam tentang 
l�teratur dan peraturan perundang-
undangan yang ada koleras�nya dengan 

11 Mukt� Fajar, dan Yul�anto Achmad, 2010, 
Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogjakarta, hlm. 
185-190

12 Persada J. 2003, Penelitian Hukum Normatif 
Suatu Tinjauan Singkat, Rajawal� Press, 
Jakarta, hlm. 13-14.

13 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum 
Dalam Praktek, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm. 
23
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pembahasan ba�k langsung maupun 
t�dak langsung.14 

Tekn�k anal�s�s bahan hukum 
yang d�terapkan dalam penel�t�an 
�n� d�awal� dengan pengumpulan 
bahan-bahan hukum yang d�peroleh 
untuk kemud�an d�anal�s�s. Anal�s�s 
d�lakukan dalam rangka untuk 
menyelesa�kan  permasalahan yang 
ada dengan menggambarkan apa 
yang menjad� masalah (deskr�ps�), 
menjelaskan masalah (eksplanas�), 
mengkaj� permasalahan dar� bahan-
bahan hukum yang terka�t (evaluas�) 
dan member�kan argumentas� dar� has�l 
evaluas� tersebut, seh�ngga d�dapat 
kes�mpulan mengena� persoalan yang 
d�bahas pada penel�t�an �n�.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Akibat Terjadinya Force 

Majeure Pada Rumah 
Susun Yang Masih Dalam 
Pembangunan oleh Pihak 
Pengembang
Pengembang perumahan (real 

estate developer) atau b�asa juga 
d�s�ngkat pengembang/developer 
adalah perusahan atau perorangan 
yang bekerja mengembangkan suatu 
kawasan permuk�man menjad� 
perumahan yang layak hun� dan 
mem�l�k� n�la� ekonom�s seh�ngga 
dapat d�jual kepada masyarakat.15 

14 Am�rudd�n dan H. Za�nal As�k�n, 2004, 
Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. 
RajaGraf�ndo Persada, Jakarta,hlm. 58.

15 R. Serf�anto D�byo Purnomo, Isw� Har�yan� 
dan C�ta Yust�s�a, 2011, Kitab Hukum Bisnis 
Properti, Pustaka Yust�s�a, Yogjakarta, hlm. 
11

Pengembang perumahan seba-
ga�mana d�atur dalam ketentuan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permuk�man (selanjutnya d�sebut UU 
No. 1 Tahun 2011), pengembang 
perumahan masuk dalam kategor� 
penyelenggara atau pengembang 
pembangunan perumahan dan 
pemuk�man yang penyelenggaraan 
rumah dan perumahan d�laksanakan 
oleh Pemer�ntah, Pemer�ntah Daerah 
dan/atau set�ap orang untuk menjam�n 
hak set�ap warga Negara untuk 
menempat�, men�kmat�, dan/atau 
mem�l�k� rumah yang layak dalam 
l�ngkungan yang sehat, aman, seras�, 
dan teratur.  

Terdapat beberapa asas terka�t 
dengan penyelenggaraan rumah susun. 
Menurut ketentuan Pasal 2 UU Rumah 
Susun asas-asas pembangunan rumah 
susun dapat d�ura�kan sebaga� ber�kut 
ya�tu, asas kesejahteraan d�mana 
merupakan kond�s� terpenuh�nya 
kebutuhan rumah susun yang layak 
bag� masyarakat agar mampu 
mengembangkan d�r� seh�ngga dapat 
melaksanakan fungs� sos�alnya, asas 
kead�lan dan pemerataan yang dapat 
member�kan has�l pembangunan d� 
b�dang rumah susun agar dapat d�n�kmat� 
secara propors�onal dan merata bag� 
seluruh rakyat, asas kenas�onalan ya�tu 
landasan agar kepem�l�kan sarusun 
d�manfaatkan sebesar-besarnya untuk 
kepent�ngan nas�onal, selanjutnya asas 
keterjangkauan dan kemudahan sebaga� 
landasan agar has�l pembangunan 
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rumah susun dapat d�jangkau oleh 
seluruh lap�san masyarakat, serta 
mendorong terc�ptanya �kl�m kondus�f, 
asas keef�s�enan dan kemanfaatan yang 
merupakan landasan penyelenggaraan 
rumah susun yang d�lakukan dengan 
memaks�malkan potens� sumber daya 
tanah, teknolog� rancang bangun, dan 
�ndustr� bahan bangunan yang sehat 
serta member�kan kemanfaatan sebesar 
besarnya bag� kesejahteraan rakyat, 
asas kemand�r�an dan kebersamaan 
sebaga� landasan penyelenggaraan 
rumah susun bertumpu pada prakarsa, 
swadaya, dan peran serta masyarakat 
seh�ngga mampu membangun 
kepercayaan, kemampuan, dan 
kekuatan send�r� serta terc�ptanya kerja 
sama antar pemangku kepent�ngan, 
asas kem�traan d�mana merupakan 
landasan agar penyelenggaraan rumah 
susun d�lakukan oleh Pemer�ntah dan 
pemer�ntah daerah dengan mel�batkan 
pelaku usaha dan masyarakat 
dengan pr�ns�p sal�ng mendukung, 
asas keseras�an dan kese�mbangan 
yang dapat member�kan landasan 
agar penyelenggaraan rumah susun 
d�lakukan dengan mewujudkan 
keseras�an dan kese�mbangan pola 
pemanfaatan ruang, asas keterpaduan 
sebaga� landasan agar rumah susun 
d�selenggarakan secara terpadu dalam 
hal keb�jakan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pemanfaatan, dan 
pengendal�an, asas kesehatan yang 
dapat member�kan landasan agar 
pembangunan rumah susun memenuh� 
standar rumah sehat, syarat kesehatan 
l�ngkungan, dan per�laku h�dup sehat, 

asas kelestar�an dan keberlanjutan 
sebaga� landasan agar rumah susun 
d�selenggarakan dengan menjaga 
kese�mbangan l�ngkungan h�dup dan 
menyesua�kan dengan kebutuhan 
yang terus men�ngkat sejalan dengan 
laju pertumbuhan penduduk dan 
keterbatasan lahan, asas keselamatan, 
kenyamanan, dan kemudahan sebaga� 
landasan agar bangunan rumah susun 
memenuh� persyaratan keselamatan, 
ya�tu kemampuan bangunan rumah 
susun mendukung beban muatan, 
pengamanan bahaya kebakaran, dan 
bahaya pet�r; persyaratan kenyamanan 
ruang dan gerak antar ruang, 
pengkond�s�an udara, pandangan, 
getaran, dan keb�s�ngan; serta 
persyaratan kemudahan hubungan 
ke, dar�, dan d� dalam bangunan, 
kelengkapan prasarana, dan sarana 
rumah susun termasuk fas�l�tas dan 
akses�b�l�tas bag� penyandang cacat 
dan lanjut us�a, dan terakh�r adalah asas 
keamanan, ketert�ban, dan keteraturan 
sebaga� landasan agar pengelolaan 
dan pemanfaatan rumah susun dapat 
menjam�n bangunan, l�ngkungan, dan 
penghun� dar� segala gangguan dan 
ancaman keamanan; ketert�ban dalam 
melaksanakan keh�dupan bertempat 
t�nggal dan keh�dupan sos�alnya; 
serta keteraturan dalam pemenuhan 
ketentuan adm�n�strat�f.

Force majeure atau overmacht 
merupakan konsep hukum yang 
berasal dar� hukum Roma (vis motor 
cui resisti non potest) yang d�adops� 
dalam berbaga� macam s�stem hukum. 
Doktr�n dalam common law memakna� 
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kata �n� sebaga� suatu ket�dakmampuan 
untuk melakukan sesuatu prestas� 
terhadap suatu kontrak, dengan d� 
analog�kan tetap� t�dak �dent�k dengan 
overmacht.16 

Force majeure atau keadaan 
memaksa adalah keadaan t�dak 
d�penuh�nya prestas� oleh deb�tur 
karena terjad� per�st�wa yang t�dak 
dapat d�ketahu� atau t�dak dapat 
d�duga akan terjad� ket�ka membuat 
per�katan. Dalam keadaan memaksa, 
deb�tur t�dak dapat d�salahkan karena 
keadaan �n� t�mbul d�luar kemauan 
dan kemampuan deb�tor. Unsur-
unsur keadaan memaksa berdasarkan 
ura�an d�atas ya�tu t�dak d�penuh� 
prestas� karena terjad� per�st�wa yang 
memb�nasakan atau memusnahkan 
benda objek per�katan, terjad� 
per�st�wa yang menghalang� perbuatan 
deb�tor untuk berprestas� dan per�st�wa 
�tu t�dak dapat d�ketahu� atau d�duga 
akan terjad� pada waktu membuat 
per�katan.

Ak�bat hukum �alah segala 
ak�bat yang terjad� dar� segala perbuatan 
hukum yang d�lakukan subjek 
hukum terhadap objek hukum yang 
d�sebabkan karena kejad�an-kejad�an 
oleh hukum yang bersangkutan yang 
telah d�tentukan atau d�anggap sebaga� 
ak�bat hukum. Ak�bat hukum �n�lah 
yang kemud�an  menjad� sumber 
lah�rnya hak dan kewaj�ban bag� 
subjek hukum yang bersangkutan. 

16 Anon�m, 2011, Force Majeure in Troubled 
Times: The Example of Libya, Jones Day 
Publ�cat�on, Houston, hlm. 1

Rumusan force majeure menurut 
pasal-pasal tersebut ya�tu :
 Pasal 1444 KUHPerdata :
 J�ka barang tertentu yang menjad� 

pokok persetujuan musnah, 
tak dapat d�perdagangkan, atau 
h�lang h�ngga tak d�ketahu� sama 
sekal� apakah barang �tu mas�h 
ada, atau t�dak, maka hapuslah 
per�katannya, asal barang �tu 
musnah atau h�lang d� luar 
kesalahan deb�tur dan sebelum 
�a lala� menyerahkannya.

 Bahkan mesk�pun deb�tur lala� 
menyerahkan suatu barang, yang 
sebelumnya t�dak d�tanggung 
terhadap kejad�an-kejad�an yang 
tak terduga, per�katan tetap hapus 
j�ka barang �tu akan musnah juga 
dengan cara yang sama d� tangan 
kred�tur, seanda�nya barang 
tersebut sudah d�serahkan 
kepadanya. Deb�tur d�waj�bkan 
membukt�kan kejad�an tak 
terduga yang d�kemukakannya.

Dengan cara baga�manapun suatu 
barang h�lang atau musnah, orang yang 
mengamb�l barang �tu sekal�-kal� t�dak 
bebas dan kewaj�ban untuk menggant� 
harga.

Pasal 1445 KUHPerdata :
 “J�ka barang yang terutang 

musnah, tak lag� dapat 
d�perdagangkan, atau h�lang d� 
luar kesalahan deb�tur, maka 
deb�tur, j�ka �a mempunya� hak 
atau tuntutan gant� rug� mengena� 
barang tersebut, d�waj�bkan 
member�kan hak dan tuntutan 
tersebut kepada kred�tur.”
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Berdasarkan ura�an pasal 
d�atas maka force majeure dapat 
d�s�mpulkan merupakan per�st�wa 
yang t�dak terduga yang terjad� d� luar 
kesalahan deb�tur setelah penutupan 
perjanj�an yang menghalang� deb�tur 
untuk memenuh� prestas�nya, sebelum 
�a d�nyatakan lala� dan karenanya 
t�dak dapat d�persalahkan serta t�dak 
menanggung r�s�ko atas kejad�an 
tersebut.

Menurut pendapat M�eke 
Komar Kantaatmadja yang d�kut�p 
oleh Harry Purwanto menyebutkan 
bahwa force majeure adalah:
1. Perubahan suatu keadaan t�dak 

terdapat pada waktu pembentukan 
perjanj�an. 

2. Perubahan tersebut per�hal suatu 
keadaan yang fundamental bag� 
perjanj�an tersebut. 

3. Perubahan tersebut t�dak dapat 
d�perk�rakan sebelumnya oleh para 
p�hak. 

4. Ak�bat perubahan tersebut haruslah 
rad�kal, seh�ngga mengubah luas 
l�ngkup kewaj�ban yang harus 
d�lakukan menurut perjanj�an �tu. 

5. Penggunaan asas tersebut t�dak 
dapat d�terapkan pada perjanj�an 
perbatasan dan juga terjad�nya 
perubahan keadaan ak�bat 
pelanggaran yang d�lakukan 
oleh p�hak yang mengajukan 
tuntutan.17

Menurut pendapat Mun�r 
Fuady, �st�lah overmacht d�terjemahkan 

17 Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic 
Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, 
Jurnal M�mbar Hukum Ed�s� Khusus, 
November 2011, hlm. 115

menjad� force majeure. Mun�r Fuady 
juga mengemukakan bahwa force 
majeure terhadap suatu kontrak dapat 
d�bedakan sebaga� ber�kut, ya�tu: 
1. D�l�hat dar� seg� sasaran yang 

terkena force majeure, d�bedakan 
menjad� 2 (dua) ya�tu Force 
Majeure Objekt�f d�sebut juga 
dengan physical impossibility dan 
Force Majeure Subyekt�f; 

2. D�l�hat dar� seg� kemungk�nan 
pelaksanaan prestas� dalam 
kontrak, force majeure d�bedakan 
menjad� 2 (dua), ya�tu Force 
Majeure Absolut atau ser�ng 
d�sebut dengan impossibility dan 
Force Majeure Relat�f atau ser�ng 
d�sebut dengan impracticality

3. D�l�hat dar� seg� jangka waktu 
berlakunya keadaan yang 
menyebabkan terjad�nya force 
majeure d�bedakan menjad� 2 (dua), 
ya�tu Force Majeure Permanen 
dalam hal �n� j�ka sama sekal� 
sampa� kapan pun suatu prestas� 
yang terb�t dar� kontrak t�dak 
mungk�n d�lakukan lag�. M�salnya 
j�ka barang yang merupakan objek 
dar� kontrak tersebut musnah 
d�luar kesalahan deb�tur. Force 
Majeure Temporer d�mana dalam 
pemenuhan prestas� dar� kontrak 
tersebut t�dak mungk�n d�lakukan 
untuk sementara waktu, m�salnya 
karena terjad� per�st�wa tertentu, 
d�mana setelah per�st�wa tersebut 
berhent�, prestas� tersebut dapat 
d�penuh� kembal�. 18

18  Mun�r Fuady, 1999, Hukum Kontrak (Dari 
Sudut Hukum Bisnis, C�tra Ad�tya Bakt�, 
Bandung, hlm. 114-117



459

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 450 - 463

Menurut pendapat R. Set�awan 
ak�bat hukum dar� terjad�nya force 
majeure yang mengak�batkan 
menghent�kan bekerjanya per�katan 
atau perjanj�an ya�tu :
a. Kred�tur t�dak lag� dapat mem�nta 

pemenuhan prestas�; 
b. Deb�tur t�dak lag� dapat d�nyatakan 

lala�, dan karenanya t�dak waj�b 
membayar gant� rug�; 

c. R�s�ko t�dak beral�h kepada 
deb�tur; 

d. Kred�tur t�dak dapat menuntut 
pembatalan pada persetujuan 
t�mbal bal�k.19

Terjad�nya suatu force majeure  dalam 
pembangunan rumah susun tentunya 
berka�tan dengan r�s�ko tanggung gugat 
bag� para p�hak. Menurut pendapat 
Subekt�, “r�s�ko adalah kewaj�ban 
untuk mem�kul beban kerug�an apab�la 
terjad� per�st�wa d� luar kesalahan 
salah satu p�hak yang men�mpa benda 
yang d�maksud dalam perjanj�an atau 
menghalang� pelaksanaan prestas�.”20 
Dalam ka�tannya dengan rumah 
susun yang mas�h dalam proses 
pembangunan tentunya para p�hak 
sama-sama mengalam� kerug�an ba�k 
dar� p�hak developer maupun p�hak 
konsumen. 

19 R. Set�awan, 1977, Pokok-Pokok Hukum 
Perikatan, Putra Abard�n, Bandung, hlm. 27-
28

20 Subekt�, 1976, Perbandingan Hukum Perdata, 
Pradnya Param�ta, Jakarta, hlm. 144

3.2 Penyelesaian Atas Keadaan 
Force Majeure Pada Rumah 
Susun Yang Masih Dalam 
Proses Pembangunan
Perjanj�an yang ser�ng d�lakukan 

oleh para p�hak atau antara p�hak 
pengembang dengan p�hak konsumen 
perumahan ya�tu dalam bentuk 
perjanj�an baku, ya�tu perjanj�an yang 
klausula nya t�dak b�sa dan t�dak 
d�negos�as�kan atau d�tawar p�hak 
la�nnya. Dalam perjanj�an peng�katan 
jual bel� rumah susun, pembel� belum 
mem�l�k� hak sepenuhnya terhadap 
obyek jual bel� yang dalam hal �n� adalah 
rumah susun. Pembel� mem�l�k� hak 
sepenuhnya atas rumah susun apab�la 
sudah d�lakukan penandatanganan 
akta jual bel�, seh�ngga konsumen 
yang sudah melakukan pembayaran 
angsuran atas obyek jual bel� b�sa 
mendapatkan kepast�an hukum.21

Kedudukan force majeure berada 
d� bag�an hukum perjanj�an yang 
merupakan bag�an hukum perdata 
(private). Hukum �n� men�t�kberatkan 
pada kewaj�ban dalam pelaksanaan 
kewaj�ban send�r� (self imposed 
obligation). Pelanggaran terhadap 
kewaj�ban-kewaj�ban yang d�tentukan 
dalam kontrak, murn� menjad� 
urusan p�hak-p�hak yang berkontrak 
menyebabkan hukum perjanj�an �n� 
menjad� bag�an dar� hukum perdata.22 

21 Mar�a S.W Sumardjono, 2001, Kebijakan 
Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi, 
Buku Kompas, Jakarta, hlm. 161

22 M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: 
Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, 
Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Me� 2014, hlm. 
50
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S�fat mutlak dan relat�f force majeure 
menunjukkan pembedaan antara 
mutlak yang d�ka�tkan dengan 
pembatalan atau batal terhadap suatu 
kewaj�ban deb�tur, dengan relat�f yang 
da�rt�kan dengan gugur. Pemusnahan 
objek perjanj�an d�ka�tkan dengan 
pembatalan atau batal, sedangkan 
relat�f menunjukkan suatu prestas� 
dapat d�lakukan oleh deb�tur tetap� 
t�dak mem�l�k� n�la� dalam pandangan 
kred�tur. Persamaan dar� s�fat batal 
dan gugur force majeure adalah 
bahwa suatu perjanj�an keduanya t�dak 
mencapa� tujuan dar� perjanj�an yang 
telah d�sepakat� sebelumnya.23

Force majeure atau keadaan 
memaksa �n� mengarahkan kepada 
teor� penghapusan atau pen�adaan 
kesalahan (afwesigheid van schuld), 
ya�tu pember�an ker�nganan dalam hal 
deb�tur t�dak dapat bertanggungjawab 
karena kesalahan tersebut bukan 
berasal dar� deb�tur, terhadap suatu 
kewaj�ban yang seharusnya d�lakukan. 
Teor� �n� member�kan arahan bahwa 
Pertama, deb�tur t�dak perlu membayar 
gant� rug� (Pasal 1244 KUHPerdata). 
Kedua, beban res�ko t�dak berubah 
terutama pada keadaan memaksa 
sementara. Ket�ga, kred�tur t�dak 
berhak atas pemenuhan prestas�, tetap� 
bersamaan dengan pembebasan dar� 
kewaj�bannya untuk menyerahkan 
kontra prestas�, kecual� terhadap Pasal 
1460 KUHPerdata.24

23 Abdulkad�r Muhammad, 1978, Hukum Perdata 
Indonesia, Alumn�, Bandung, (selanjutnya 
d�sebut Abdulkad�r Muhammad III)  hlm. 206

24  Erl�es Sept�ana Nurban� Sal�m, 2014, 
Perbandingan Hukum Perdata Comparative 
Civil Law, Rajawal� Pers, Jakarta, hlm. 264

Apab�la terjad� Force Majeure 
pada saat rumah susun tersebut mas�h 
dalam proses pembangunan b�la 
d�ka�tkan dengan tuntutan gant� rug� 
atas uang muka yang sebelumnya telah 
d�bayarkan oleh konsumen kepada 
developer maka berdasarkan ketentuan 
Pasal 1246 KUHPerdata, b�aya, gant� 
rug� dan bunga yang boleh d� tuntut 
oleh konsumen terd�r� atas kerug�an 
yang telah d�der�tanya dan keuntungan 
yang sed�anya dapat d�perolehnya 
tanpa mengurang� pengecual�an dan 
perubahan yang d� sebut d� bawah 
�n�. Akan tetap� meng�ngat adanya 
ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata 
maka harus dapat  d�bukt�kan terleb�h 
dahulu bahwa t�dak d� laksanakannya 
per�katan tersebut d�sebabkan oleh 
hal yang t�dak terduga dan t�dak dapat 
d�pertanggungjawabkan kepadanya.

Force majeure / overmacht 
pengaturannya d� Indones�a 
terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 
KUHPerdata, namun apab�la d�kaj� 
leb�h lanjut ketentuan tersebut leb�h 
menekankan baga�mana tata cara 
penggant�an b�aya, rug� dan bunga 
akan tetap� dapat d�jad�kan acuan 
sebaga� pengaturan force majeure. 
Pada klausa force majeure member�kan 
perl�ndungan yang d�ber�kan dar� 
terhadap kerug�an yang d�sebabkan 
oleh kebakaran, banj�r, gempa, hujan 
bada�, ang�n topan, (atau bencana alam 
la�nnya), pemadaman l�str�k, kerusakan 
katal�sator, sabotase, perang, �nvas�, 
perang saudara, pemberontakan, 
revolus�, kudeta m�l�ter, teror�sme, 
nas�onal�sas�, blokade, embargo, 
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persel�s�han perburuhan, mogok, dan 
sanks� terhadap suatu pemer�ntahan.

Pengaturan mengena� 
overmacht dalam rumah susun �n� 
belum d�atur dengan jelas dalam 
UU Rumah Susun, seh�ngga belum 
ada suatu kepast�an hukum apab�la 
terjad� keadaan overmacht tersebut. 
Konsumen apakah mem�l�k� hak 
untuk menuntut kembal� uang muka/
downpayment yang telah d�bayarkan 
sebelumnya kepada p�hak pengembang. 
Adapun upaya penyelesa�an apab�la 
terjad� keadaan force majeure apab�la 
rumah susun yang mas�h dalam proses 
pembangunan ya�tu:
1. Penyelesa�an melalu� musyawarah 

mufakat antara p�hak pengembang 
selaku developer dengan p�hak 
konsumen untuk menemukan 
penyelesa�an bersama atas 
terjad�nya keadaan force majeure.  

2. Penyelesa�an kerug�an yang 
d�lakukan melalu� asurans�, 
seh�ngga kla�m asurans� nant�nya 
d�pergunakan untuk melakukan 
pembangunan kembal� rumah 
susun tersebut.

Force majeure untuk perjanj�an 
jual-bel�, khususnya mengena� res�ko 
sebaga� ak�bat dar� force majeure 
d�atur dalam Pasal 1460 KUHPerdata. 
Pasal 1460 KUHPerdata merupakan 
ketentuan terpent�ng sekal�gus pal�ng 
kontrovers�onal dalam KUHPerdata 
yang menyatakan bahwa res�ko atas 
barang tertentu yang d�perjualbel�kan 
akan d�tanggung pembel�, karena 
�tu b�la barang musnah sebelum 

penyerahan karena force majeure, 
pembel� tetap harus membayar harga 
yang d�sepakat� sekal�pun pembel� 
t�dak lag� akan dapat mener�ma barang 
yang d�maksud.25

IV.  KESIMPULAN
Dar� pembahasan yang sudah 

d�paparkan d�atas, oleh karena �tu 
kes�mpulan yang d�dapat adalah 
ak�bat hukum terjad�nya keadaan force 
majeure pada saat rumah susun mas�h 
dalam proses pembangunan ya�tu 
t�dak lag� dapat mem�nta pemenuhan 
prestas�; Deb�tur t�dak lag� dapat 
d�nyatakan lala�, dan karenanya t�dak 
waj�b membayar gant� rug�; R�s�ko 
t�dak beral�h kepada deb�tur; Kred�tur 
t�dak dapat menuntut pembatalan pada 
persetujuan t�mbal bal�k. Adapun 
upaya penyelesa�an apab�la terjad� 
keadaan force majeure apab�la rumah 
susun yang mas�h dalam proses 
pembangunan ya�tu penyelesa�an 
melalu� musyawarah mufakat antara 
p�hak pengembang selaku developer 
dengan p�hak konsumen untuk 
menemukan penyelesa�an bersama 
atas terjad�nya keadaan force majeure.  
Penyelesa�an kerug�an yang d�lakukan 
melalu� asurans�, seh�ngga kla�m 
asurans� nant�nya d�pergunakan untuk 
melakukan pembangunan kembal� 
rumah susun tersebut. D�sarankan 
kepada p�hak pengembang hendaknya 
selalu menyertakan asurans� atas 
pekerjaan yang d�lakukan seh�ngga 
25 Suharnoko, Hukum Kontrak Dalam Perspekt�f 

Komparat�f, Jurnal Indones�a Law Rev�ew, 
Vol. 2, ed�s� Me�-Agustus 2012,  hlm. 104
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apab�la terjad� keadaan force majeure 
r�s�konya dapat d�tanggung oleh p�hak 
asurans�. Dan kepada p�hak konsumen 
hendaknya sebelum melakukan 
pembel�an rumah susun yang mas�h 
dalam proses pembangunan, agar selalu 
mem�nta �nformas� yang deta�l kepada 
pengembang mengena� kemungk�nan-
kemungk�nan yang akan terjad� pada 
saat pembangunan rumah susun mas�h 
berlangsung
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